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Abstrak 

Perubahan kurikulum pendidikan sering kali dipengaruhi oleh keputusan politik yang diambil oleh 

pemerintah. Keputusan politik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari alokasi anggaran, penetapan 

standar pendidikan, hingga penentuan arah kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana keputusan politik mempengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia. 

Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat induktif, penelitian ini menemukan 

bahwa bahwa pengambilan keputusan bukan hanya sekadar memilih opsi, tetapi melibatkan analisis 

mendalam dan pertimbangan yang matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien. 

Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak hanya merupakan aspek teknis, tetapi juga 

mencerminkan dinamika kekuasaan dan prioritas yang ada dalam suatu konteks politik atau 

manajerial. 

Kata Kunci : Keputusan politik, perubahan kurikulum, kebijakan pendidikan. 

 
Abstract 

Curriculum changes in education policy are often influenced by political decisions made by the 

government. These political decisions encompass various aspects, ranging from budget allocation, 

setting educational standards, to determining the direction of national education policy. This study 

aims to analyze how political decisions influence curriculum changes in Indonesia. Using qualitative 

methods and inductive data analysis, the study finds that decision-making is not merely about 

choosing options but involves in-depth analysis and careful consideration to achieve the desired 

objectives efficiently. Thus, decision-making is not only a technical aspect but also reflects the 

dynamics of power and priorities within a political or managerial context. 

Keywords: Political decisions, curriculum changes, education policy. 
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Pendahuluan 

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah 

suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan 

peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. 

Menurut Aristoteles, politik merupakan ”master of science”, maksudnya bukan dalam arti ilmu 

pengetahuan melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk 

memahami lingkungan. 

Politik tidak bisa dipisahkan oleh dua aspek yaitu konflik dan kerja sama. Dalam sebuah peraturan, 

bisa saja ada pihak yang tidak dapat menerima peraturan yang telah di tetapkan. Mungkin mereka 

memiliki perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan tentang aturan itu sendiri. 

Hal seperti itu bisa menimbulkan sebuah konflik. Di sisi lain, dalam membuat atau menjalani sebuah 

aturan, seseorang membutuhkan orang lain agar mendapat tujuan yang mereka inginkan. Oleh sebab 

itu, muncullah keinginan untuk bekerja sama sehingga konflik dan kerja sama tersebut merupakan 

hal yang tidak terlepas dari politik. Tetapi bagaimanapun juga, politik seharusnya digunakan untuk 

menyelesaikan sebuah masalah daripada untuk mencapai suatu tujuan dari suatu golongan 

tertentu.Keputusan Politik yang Berimbas kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan 

berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, 

baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki 

kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di indonesia tentunya sangat 

mempengaruhi eksitensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak 

di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian keberadaan dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden dan 

seorang wakil presiden, jajaran kementerian, dan jajaran badan atau lembaga kelengkapan eksekutif 

negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan nasional. 

kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh 

para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan 

tingkat satuan pendidikan. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai 

sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi 

di indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksitensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan 

memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri maupun luar 

negeri. Kemudian keberadaan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan pemerintah 

pusat yang dipimpin oleh presiden dan seorang wakil presiden, jajaran kementerian, dan jajaran 

badan atau lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa 

mempengaruhi dunia pendidikan nasional. Namun, khususnya pada tingkat nasional, para pengambil 

keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan 

Menteri Pendidikan. Sehingga, segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh 

ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan 

pendidikan di Indonesia. Adapun, dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi 

masalah pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya 

dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah 

berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya 

masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan policy 
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maker nasional.48 Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk 

membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di 

satuan pendidikannya masing-masing. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 2011). 

 
Data, Instrument, Teknik Pengumpulan Data dan Analisi Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh 

karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai 

instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kesiapan peneliti untuk memasuki 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik 

secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui 

evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai 

human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuaannya. 

 
Pembahasan 

Sejarah Kurikulum di Indonesia 

1. Kurikulum 1947, “Rentjana Pelajaran 1947” Kurikulum pertama yang lahir pada masa 

kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda “leer plan” artinya rencana pelajaran, 

istilah ini lebih popular dibanding istilah “curriculum” 3 (bahasa Inggris). Perubahan arah 

pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. 

Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal 

dengan sebutan “Rentjana Pelajaran 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. 

Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 

1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: (1) daftar mata pelajaran dan jam pengajaranya; (2) 

garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih 

dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan 

yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai 

pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu 

masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development 

conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang 

merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana 

Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: 

pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan 
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dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. 

 
2. Kurikulum 1952, “Rentjana Pelajaran Terurai 1952” Setelah “Rentjana Pelajaran 1947”, 

pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih 

merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama “Rentjana Pelajaran Terurai 

1952”. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling 

menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus 

memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata 

pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran, 

(Djauzak Ahmad, Dirpendas periode1991-1995). 

3. Kurikulum 1964, “Rentjana Pendidikan 1964” Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, 

pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama 

Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari 

kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat 

pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran 

dipusatkan pada program Pancawardhana4 , yaitu pengembangan moral, kecerdasan, 

emosional/ artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Panca wardhana berfokus 

pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran 

diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, 

keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada 

pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. 4. Kurikulum 1968 Kelahiran Kurikulum 1968 

bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde 

Lama. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan 

pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, 

mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan 

beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum 

pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan 

kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada 

pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan 

pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, 

dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Djauzak menyebut 

Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. "Hanya memuat mata pelajaran pokok saja," . 

Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di 

lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap 

jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan 

keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. 

4. Kurikulum 1975 Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif 

dan efisien. latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang 

manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu," Metode, materi, 

dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), 

yang dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. 

Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan 

instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan 
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evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan 

dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 

5. Kurikulum 1984, “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Kurikulum 1984 mengusung 

process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap 

penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Posisi 

siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, 

mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) 

atau Student Active Leaming (SAL). Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus 

hasilnya di sekolahsekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat 

diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. 

Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada 

tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran 

penolakan CBSA bermunculan. 

6. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya 

untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. 

Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik 

berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional 

sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing- 

masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai 

kepentingan kelompokkelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk 

dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. 

Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi 

perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. 

7. Kurikulum 2004, “KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)” Sebagai pengganti kurikulum 

1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: 

pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk 

menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran. KBK 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik 

secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan 

keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, 

sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur 

edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau 

pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen 

aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, 

disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar 

ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar 

adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan 

sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”. Hasil belajar mencerminkan keluasan, 

kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur 

dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. 

Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui 

bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?” 
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8. Kurikulum 2006, “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)” Pelaksanaan KBK masih 

dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan 

selanjutnya dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan 

permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan permen nomor 23 tahun 

2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan 

kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam 

penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada 

kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk 

silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan 

dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di 

bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat. 

9. Kurikulum 2013 Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang 

pernah diujicobakan pada tahun 2004 (curriculum based competency). Kompetensi dijadikan 

acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah 

pendidikan; pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur 

pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi 

memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh 

karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan 

pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaianya dapat diamati dalam 

bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan 

pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya 

tingkkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta 

didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemamapuan dan 

kecepatan belajar masing-masing.7 Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan 

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi 

kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan 

bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, 

menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta 

menetapkan kriteria keberhasilan. 

10. Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran 

intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki 

cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki 

keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.Kurikulum Merdeka memberikan 

keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai 

dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. 

Karakteristik Kurikulum Merdeka 

- Pengembangan Soft Skills dan Karakter 

- Fokus pada Materi Esensial 
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- Pembelajaran yang fleksibel 

Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan 

tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai 

target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. 

3 Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri 

- Mandiri Belajar 

- Mandiri Berubah 

- Mandiri Berbagi 

Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendidikan 

Pada praktiknya, setiap kebijakan mengandung multi tujuan yaitu untuk menjadikan 

kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan 

bersama. Kebijakan pendidikan nasional disebut memperkuat peran negara dengan memastikan 20% 

anggaran negara untuk pendidikan nasional, namun di sisi lain ada pasal yang memperkuat peran 

publik dengan adanya komite-komite sekolah. Kebijakan publik, dengan demikian, selalu 

mengandung multi fungsi, untuk menjadikan kebijakan sebagai kebijakan yang adil dan seimbang 

dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Meski pemahaman ini penting, hal yang lebih 

penting lagi bagi pemerintah atau lembaga publik adalah berkenaan dengan perumusan, 

implementasi, dan evaluasi kebijakan. 

Kita dapat melihat Dalam UU Sisdiknas, menjadi bermanfaat itu dirumuskan dalam 

indikator strategis, seperti beriman-bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam memenuhi 

kebutuhan kompetensi Abad 21, UU Sisdiknas juga memberikan arahan yang jelas, bahwa tujuan 

pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. 

Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Dengan demikian, tujuan 

pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi himpunan kompetensi dalam tiga ranah kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus 

dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman dan bertakwa, berilmu, dan seterusnya. 

Mengingat pendidikan idealnya proses sepanjang hayat, maka lulusan atau keluaran dari suatu proses 

pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan 

pendidikannya secara mandiri sehingga esensi tujuan pendidikan dapat dicapai. Akan tetapi pada saat 

perrbahan menteri tetap saja di lakukan perubahan Nomenklatur oleh karena itu dari masa ke masa 

perubahan tetap di lakukan. 

 
Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia 

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi 

bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan 

peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; 

Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan 

tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam 

peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan 
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tenaga kependidikan; 

Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi 

kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional 

dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara 

professional; 

- Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat 

pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan 

masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; 

- Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip 

desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; 

- Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat 

maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

Adapun proses pengambilan keputusan itu sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan. 

- Tahap pertama, mengetahui atau mempelajari persoalan-persoalan yang perlu diambil 

keputusannya. 

- Tahap kedua, merumuskan persoalan/masalah dengan jelas. 

- Tahap ketiga, membuat daftar tujuan yang mungkin dicapai berdasarkan urutan kebutuhan- 

kebutuhan yang lebih penting. 

- Tahap keempat adalah mengetahui semua sarana yang mungkin dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang disusun serta merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk 

tiap alternatif yang diharapkanakan dapat mencapai tujuan. 

- Tahap kelima adalah membuat seleksi tentang tujuan mana yang akan dicapai dengan biaya 

seminimal mungkin dan hasil yang semaksimal mungkin. 

 
KESIMPULAN 

Bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan krusial dalam konteks politik dan 

manajemen. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang secara sistematis membantu dalam 

menentukan pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia. Dalam konteks ilmu politik, 

pengambilan keputusan dianggap sebagai inti dari proses politik karena kebijakan yang dihasilkan 

merupakan manifestasi dari kekuasaan yang diambil melalui proses pengambilan keputusan. 

Tahapan dalam pengambilan keputusan melibatkan pemahaman dan pembelajaran terhadap 

persoalan yang perlu diambil keputusan, merumuskan masalah dengan jelas, membuat daftar tujuan 

berdasarkan urutan kebutuhan, mengetahui sarana yang dibutuhkan dan merencanakan biaya untuk 

tiap alternatif, serta membuat seleksi tujuan dengan meminimalkan biaya dan maksimalkan hasil. 

Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukan hanya sekadar memilih 

opsi, tetapi melibatkan analisis mendalam dan pertimbangan yang matang untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan dengan efisien. 

Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak hanya merupakan aspek teknis, tetapi juga 

mencerminkan dinamika kekuasaan dan prioritas yang ada dalam suatu konteks politik atau 

manajerial. 
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